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A. Data-Data

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera
Barat

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup

Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumatera Barat

Nama Kegiatan : Pengawasan dan Pengendalian Sumber
Kerusakan Lingkungan Hidup

Pengguna Anggaran

Nama : -

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Sumatera Barat

Alamat : Jln. Khatib Sulaiman No. 22 Padang

Kuasa Pengguna Anggaran

Nama : Teguh Ariefianto, ST.

Jabatan : Kabid. Pengawasan Pengendalian
Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan
Penaatan Hukum Lingkungan

Alamat : Jln. Khatib Sulaiman No. 22 Padang

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Nama : M. Arief Noviady, ST, M.Si

Alamat : Jln. Khatib Sulaiman No. 22 Padang

Bendahara

Nama : Handri, A.Md

Alamat : Jln. Khatib Sulaiman No. 22 Padang

Tanggal Penerbitan DPA : Januari 2019

Jumlah Dana : Rp. 68.398.000,-

Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Tujuan : Meningkatkan fungsi lingkungan hidup
dengan mengurangi kerusakan ekosistem di
Provinsi Sumatera Barat.

Sasaran : 1. Terinventarisasinya kerusakan lahan
akses terbuka di Provinsi Sumatera Barat
untuk disusun data base sebagai dasar
pelaksanaan fasilitasi pemulihan;

2. Menekan laju penurunan indeks tutupan
lahan Provinsi Sumatera Barat
dibandingkan dengan kondisi
kecendrungannya.
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B. Struktur Organisasi Kegiatan

Pengguna Anggaran

Ir. Siti Aisyah, MSi
(Kepala Dinas)

Kuasa Pengguna Anggaran

Teguh Ariefianto, ST
Kabid Pengendalian

Pencemaran, Kerusakan
Lingkungan dan Pentaatan

Lingkungan

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
M. Arief Noviady, ST, MSi

Tim Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian
Sumber Kerusakan Lingkungan Hidup

Provinsi Sumatera Barat
- Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar
- Dinas Kehutanan Prov. Sumbar

- Dinas ESDM Prov. Sumbar

- Dinas PSDA Prov. Sumbar

- Instansi Lingkungan Hidup Kab/Kota

- Instansi Teknis Terkait Kab/Kota
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C. Uraian Kegiatan
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D. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja berdasarkan DPA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2019

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Masukan Dana yang tersedia Rp. 68.398.000,-

Keluaran Jumlah objek kegiatan yang

akan di wasdal kerusakan

lingkungan

10 objek

Hasil 1. Persentase pemenuhan

ketersediaan data

kerusakan lahan dan lahan

akses terbuka

10 %

2. Persentase penurunan

beban pencemaran dan

kerusakan lingkungan

10%

Indikator kinerja berdasarkan DPA SKPD Tahun 2019 berdasarkan

casceding yang telah disusun untuk Sasaran Strategis 2 (SS2)

Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup adalah

sebagai berikut:

No Sasaran Indikator Kinerja Target
1. Upaya pencegahan

degradasi lahan baik
Jumlah lahan yang
diidentifikasi rusak dan
ditindaklanjuti dengan upaya
pencegahan

20

2. Pemulihan pada media
lingkungan yang rusak
dilaksanakan dengan
baik

Jumlah lokasi/media
lingkungan yang dipulihkan

3

Catatan : Jumlah lokasi/media lingkungan yang dipulihkan dihitung berdasarkan
jumlah lokasi yang rusak maupun tercemar yang dipulihkan.



E. Time Schedule

Tabel 1. Time Schedule Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Tahun 2019

Program : 1.02.05.01.93 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan : 1.02.05.01.93.022 Pengawasan dan Pengendalian Sumber Kerusakan Lingkungan Hidup

Uraian Kegiatan

Triwulan
I II III IV

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

I. Persiapan
- Rapat koordinasi dengan

instansi lingkungan hidup
kab/kota

- Pembuatan PO & KAK
- Pembuatan SK Tim
- Pembuatan Surat

Pemberitahuan Verifikasi
Lapangan

II. Pelaksanaan
- Pelaksanaan Verifikasi

Lapangan Inventarisasi Lahan
Akses Terbuka

- Evaluasi pelaksanaan
pemulihan lahan akses
terbuka dan pengambilan
sampel air dan tanah di Bukit
Mindawa Nagari Tebing Tinggi
Kabupaten Dharmasraya

- Rapat evaluasi pelaksanaan
kegiatan

III. Pelaporan
- Penyusunan laporan

pelaksanaan kegiatan
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BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses

deteriorasi atau penurunan mutu (kemunduran) lingkungan.

Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya

tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan

ekosistem.

Kerusakan lingkungan hidup merupakan perubahan langsung

dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati

lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan

lingkungan hidup. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku

kerusakan akibat perubahan iklim. Kerusakan ekosistem meliputi

kerusakan tanah untuk produksi biomassa, kerusakan terumbu

karang, kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan

kebakaran hutan dan/atau lahan, kerusakan mangrove, kerusakan

padang lamun, kerusakan gambut, kerusakan karst, dan/atau

kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.

Kegiatan Pengawasan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Tahun

2019 difokuskan pada Kerusakan Lahan Akses Terbuka Akibat

Kegiatan Pertambangan. Lahan akses terbuka ini merupakan lahan

bekas kegiatan penambangan illegal yang telah ditinggalkan, kriteria

baku kerusakannya belum diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan. Penilaian kerusakan lahan akses terbuka

ditentukan berdasarkan luasan bukaan lahan yang telah
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ditinggalkan, dampak yang ditimbulkan akibat penambangan seperti

perubahan morfologi (sungai, sempadan sungai dan daratan).

Kerusakan lahan akibat pertambangan dapat terjadi selama kegiatan

pertambangan maupun pasca pertambangan. Dampak yang

ditimbulkan akan berbeda pada setiap jenis pertambangan,

tergantung pada metode dan teknologi yang digunakan. Kebanyakan

kerusakan lahan yang terjadi disebabkan oleh perusahaan tambang

yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan adanya

penambangan tanpa izin (PETI) yang melakukan proses

penambangan secara liar dan tidak ramah lingkungan.

Secara umum kerusakan lahan yang terjadi akibat aktivitas

pertambangan antara lain :

1. Perubahan vegetasi penutup yang mengakibatkan semakin

luasnya bukaan lahan sehingga menimbulkan Lahan Akses

Terbuka;

2. Perubahan morfologi akibat penggalian bahan tambang baik di

perbukitan, sungai maupun sempadan sungai;

3. Perubahan hidrologi akibat hilangnya vegetasi penutup;

4. Kerusakan tanah akibat tercampurnya tubuh tanah (top soil

dan sub soil) secara tidak teratur sehingga akan mengganggu

kesuburan fisik, kimia, dan biologi tanah.

Dari hasil inventarisasi lahan akses terbuka nantinya akan dijadikan

data base dan dilakukan upaya fasilitasi pemulihan kerusakannya

baik bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan, melalui CSR perusahaan maupun pemulihan berbasis

swakelola (swadaya masyarakat).
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1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

A. Maksud

Maksud dilaksanakannya pengawasan dan pengendalian

kerusakan lingkungan adalah terinventarisasi kerusakan lahan

akses terbuka sehingga dapat di disusun data base.

B. Tujuan

Meningkatkan fungsi lingkungan hidup dengan mengurangi

kerusakan ekosistem di Provinsi Sumatera Barat.

C. Sasaran Kegiatan
1. Terinventarisasinya kerusakan lahan akses terbuka di Provinsi

Sumatera Barat untuk disusun data base sebagai dasar

pelaksanaan fasilitasi pemulihan;

2. Menekan laju penurunan indeks tutupan lahan Provinsi

Sumatera Barat dibandingkan dengan kondisi

kecendrungannya.

1.3 Lokasi Kegiatan
Lokasi Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan

Lingkungan tahun 2019 berada di 8 (delapan) kabupaten/kota di

Provinsi Sumatera Barat yang berdasarkan peta dari KLHK memiliki

lahan akses terbuka yaitu :

1. Kabupaten Agam;

2. Kabupaten Dharmasraya;

3. Kabupaten Padang Pariaman;

4. Kabupaten Pasaman Barat;

5. Kabupaten Sijunjung;

6. Kabupaten Lima Puluh Kota;

7. Kota Padang; dan



Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tahun 2019
Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Sumber Kerusakan Lingkungan Hidup

4

8.Kabupaten Solok.

1.4 Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan Kegiatan Pengawasan Pengendalian

Kerusakan Lingkungan 2019, berasal dari Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2019 pada kegiatan Pengawasan

Pengendalian Kerusakan Lingkungan dengan Alokasi Dana Rp.

68.398.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh

delapan rupiah).

1.5 Organisasi Pengguna Barang /Jasa

Kegiatan ini sepenuhnya dilakukan oleh Dinas Lingkungan

Hidup Provinsi sumatera Barat dengan melibatkan instansi

terkait yang susunan keanggotaannya ditetapkan melalui

Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengawasan

Pengendalian Sumber Kerusakan Lingkungan Hidup Tahun 2019.
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BAB 2 DATA PERENCANAAN

2.1 Data Dasar

Sumber data lahan akses terbuka yang digunakan adalah hasil

analisa peta Citra Lansat yang telah dilakukan oleh Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama dengan LAPAN,

jumlah lokasi lahan akses terbuka di Provinsi Sumatera Barat

sebanyak 208 lokasi dan dengan total luas lahan 6.558,7 Ha. Data

lahan akses terbuka tersebut masih berupa bukaan lahan,

sementara pada bukaan lahan tersebut terdapat kegiatan

penambangan yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Operasi Produksi yang bukan merupakan kategori lahan akses

terbuka. Dari hasil koordinasi dengan Dinas Energi dan Sumberdaya

Mineral Provinsi Sumatera Barat diperoleh informasi bahwa IUP

Operasi Produksi yang telah melakukan kegiatan penambangan baik

yang sudah berakhir izinnya maupun yang masih aktif sebanyak 79

seperti pada Tabel 1.

Tabel 1 Kompilasi Data Lahan Akses Terbuka antara Data KLHK
dengan Data IUP Operasi Produksi Mineral dan Batubara
yang telah Melakukan Kegiatan Penambangan &
Inventarisasi LAT Tahun 2018

No. Kab/Kota

Data KLHK
Informasi Dinas

ESDM
Jumlah
Lokasi
Lahan
Akses
Terbuka

Lokasi yang
diverivikasi
Tahun 2018

Juml
ah

Lokas
i

Jumlah
Luas (Ha)

Rata-
rata
Luas
(Ha)

Jumlah IUP
Operasi Produksi

yang telah
Melakukan
Kegiatan

Penambangan

LAT Bukan
LAT

1. Dharmasraya 51 2.311,12 45,32 3 48 0 0

2. Sijunjung 43 1.664,54 38,71 7 36 3 3

3. Sawahlunto 5 1.088,13 217,63 18 0 0 0

4. Padang 11 448,88 40,81 5 6 0 0
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No. Kab/Kota

Data KLHK
Informasi Dinas

ESDM
Jumlah
Lokasi
Lahan
Akses
Terbuka

Lokasi yang
diverivikasi
Tahun 2018

Juml
ah

Lokas
i

Jumlah
Luas (Ha)

Rata-
rata
Luas
(Ha)

Jumlah IUP
Operasi Produksi

yang telah
Melakukan
Kegiatan

Penambangan

LAT Bukan
LAT

5. Padang
Pariaman

21 261,68 12,46 3 18 0 0

6. Solok
Selatan

8 254,34 31,79 6 2 9 9

7. Kab. Solok 32 197,43 6,17 21 11 2 2

8. Pesisir
Selatan

18 147,44 8,19 7 11

9. Pasaman
Barat

5 123,08 24,62 5 1 0 0

10. Tanah Datar 3 34,93 11,64 1 2 3 0

11. Pasaman 6 12,47 2,08 1 5 6 0

12. Agam 4 11,19 2,80 2 2 3 0

13. Payakumbuh 1 3,47 3,47 Tidak ada 1 0 1

Total 208 6.558,7 445,69 79 129

Dari data tersebut diatas, maka data base jumlah lokasi Lahan

Akses Terbuka di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 129 lokasi.

Fasilitasi pemulihan lahan akses terbuka yang dilakukan pada

Tahun 2017 sebanyak 1 (satu) objek yang berada di Kabuaten

Sijunjung, dan fasilitasi pemulihan tahun 2018 sebanyak 1 (satu)

lokasi di Bukit Mindawa Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau

Punjung Kabupaten Dharmasraya serta terdapat pelaksanaan

pemulihan swadaya masyarakat sebanyak 1 (satu) lokasi di Jorong

Rumah Panjang Nagari Aie Luo Kecamatan Payung Sekaki

Kabupaten Solok. Sementara lahan akses terbuka di Kota

Payakumbuh setelah diverifikasi tidak termasuk kategori lahan

akses terbuka. Sehingga sisa lahan akses terbuka di Provinsi

Sumatera Barat adalah sebanyak 125 objek.

Berdasarkan kegiatan tahun 2017 dan tahun 2018, data base

lahan akses terbuka Provinsi Sumatera Barat yang sudah
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terinventarisasi adalah sebanyak 42 lokasi dimana 24 lokasi

terinventarisasi pada tahun anggaran 2017 dengan luas 554,36 Ha,

dan 18 lokasi terinventarisasi pada tahun 2018 dengan luas

690,38 Ha.

2.2 Standar/Kriteria Yang Digunakan

Untuk mengetahui tingkat kerusakan lingkungan hidup maka

harus mempedomani kriteria baku tingkat kerusakan

sebagaimana telah diamanatkan pada Pasal 21 Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup. Sampai saat ini Peraturan Pemerintah yang

mengatur tentang Pengendalian Kerusakan belum diterbitkan.

Sekaitan dengan Lahan Akses Terbuka, Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan saat ini sedang dalam proses finalisasi yang

nantinya akan dijadikan pedoman dalam menentukan tingkat

kerusakan Lahan Akses Terbuka. Sedangkan untuk pencegahan

dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan

pertambangan emas rakyat dapat mengacu kepada Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 2008.

Mengingat kriteria baku kerusakan lahan akses terbuka tersebut

belum ditetapkan, maka untuk menentukan rusak atau tidaknya

lahan akses terbuka dibandingkan dengan kriteria baku

kerusakan lahan kering sebagaimana Peraturan Pemerintah

Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah

untuk Produksi Biomassa. Untuk lebih jelasnya terkait kriteria

baku kerusakan di lahan kering dapat dilihat pada Tabel di bawah

ini.



Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tahun 2019
Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Sumber Kerusakan Lingkungan Hidup

8

Tabel 2 Kriteria Baku Kerusakan Tanah di Lahan Kering

No Parameter Ambang Kritis Metode
Pengukuran Peralatan

1. Ketebalan
solum

< 20 cm Pengukuran
langsung

meteran

2. Kebatuan
permukaan

>40% Pengukuran
langsung imbangan
batu dan tanah
dalam unit luasan

Meteran; counter
(line atau total)

3. Komposisi
fraksi

<18 % koloid,
>80% pasir
kuarsitik

Warna pasir,
gravimetrik

Tabung ukur,
timbangan

4. Berat isi >1,4 g/cm3 Gravimetrik pada
satuan volume

Lilin, tabung ukur,
ring sampler,
timbangan analitik

5. Porositas total <30%, >70% Perhitungan berat isi
(BI) dan berat jenis
(BJ)

Piknometer,
timbangan analitik

6. Derajat
pelulusan air

<0,7 cm; > 8
cm/jam

permeabilitas Ring sampler,
double ring
permeameter

7. pH (H2O) 1 :
2,5

<4,5; >8,5 potensiometrik pH meter, pHstick
skala 0,5 satuan

8. Daya hantar
listrik

>4 mS/cm Tahanan listrik EC meter

9. Redoks <200 mV Tegangan listrik pH meter, elektroda
platina

10. Jumlah
mikroba

<102 cfu/g tanah Plating technique Cawan petri, colony
counter

2.3 Studi-Studi Terdahulu yang pernah dilaksanakan

Studi yang dilakukan terdahulu terkait lahan akses terbuka telah

dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

dan data pengawasan pengendalian kerusakan lingkungan yang

dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

(sebelumnya Bapedalda Provinsi Sumatera Barat) tahun 2015-

2018, serta data melalui studi perpustakaan, dan mempedomani

peta google.earth.
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2.4 Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

2. Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup;

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian

Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa;

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 2008 tentang

Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

akibat Pertambangan Emas Rakyat;

9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

SK.6559/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2017 tentang Penetapan

Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan,

Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan

Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XIII);

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sumatera Barat

Tahun 2019; dan

12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.
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BAB 3 RUANG LINGKUP DAN METODOLOGI

3.1 Lingkup Kegiatan

Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Sumber Kerusakan

Lingkungan Hidup ini fokus terhadap inventarisasi dan

pengendalian kerusakan lahan akses terbuka melalui beberapa

kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Penyamaan Persepsi

Penyamaan persepsi dilakukan dengan rapat koordinasi awal

dengan menampung informasi keberadaan lokasi kegiatan

Lahan Akses Terbuka serta penyamakan persepsi terkait

dengan :

a. Lahan Akses Terbuka

1) Kriteria Lahan Akses Terbuka yaitu :

- Tidak berizin (SPPL, UKL/UPL, Amdal);

- Wilayah (APL atau juga Kawasan Hutan);

- Pelaku (masyarakat atau juga Investor);

- Tidak Aktif (atau juga yang aktif).

2) Pengambilan Data Lapangan, antara lain :

- Lokasi administrasi dan koordinat geografis;

- Jenis dan Sistem Penambangan;

- Aspek Lingkungan;

- Aspek Sosial; dan

- Potret lokasi menggunakan drone.

3) Evaluasi data dan perhitungan luas lahan akses

terbuka;
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4) Kriteria lahan akses terbuka yang akan dimasukkan

ke dalam peta lahan akses terbuka Provinsi Sumatera

Barat.

2. Pelaksanaan Inventarisasi Lahan Akses Terbuka

Pelaksanaan inventarisasi lahan akses terbuka merupakan

tindaklanjut dari hasil rapat koordinasi awal dengan OPD

Provinsi Sumatera Barat, dan instansi lingkungan hidup

kabupaten/kota terkait.

Pelaksanaan verifikasi lapangan dilaksanakan secara

terkoordinasi antara OPD Provinsi Sumatera Barat (Dinas

Lingkungan Hidup, Dinas ESDM, Dinas PSDA dan Dinas

Kehutanan) dan Instansi Lingkungan Hidup 8 (delapan)

Kabupaten/Kota terkait yang menjadi lokasi sasaran kegiatan.

3. Evaluasi Hasil Inventarisasi Lahan Akses Terbuka

Dari hasil inventarisasi yang telah dilakukan terhadap 8

(delapan) kabupaten/kota tersebut kemudian dilakukan

evaluasi untuk menentukan strategi pemulihan yang tepat

bersama dengan stakeholders terkait baik melalui anggaran

pemerintah, pemerintah daerah, swasta, maupun mendorong

pelaksanaan pemulihan melalui swadaya masyarakat.

Hasil pemulihan lahan akses terbuka juga akan dijadikan

sebagai data pendukung perhitungan Indeks Kualitas

Tutupan Lahan (IKTL) Provinsi Sumatera Barat.

3.2 Keluaran dan Hasil Kegiatan

a. Keluaran (Output)
Keluaran dari Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Sumber

Kerusakan Lingkungan Hidup berdasarkan Dokumen
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Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat adalah

jumlah objek kegiatan yang akan di wasdal kerusakan

lingkungan sebanyak 10 (sepuluh) objek.

b. Hasil (Outcome)
Hasil yang diinginkan adalah persentase pemenuhan

ketersediaan data kerusahan lahan dan lahan akses terbuka

sebesar 10%, dan persentase penurunan beban pencemaran dan

kerusakan lingkungan sebesar 10%.

Sedangkan berdasarkan casceding yang telah disusun untuk

Sasaran Strategis 2 (SS2) Terkendalinya Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan Hidup terdapat 2 (dua) sasaran dengan

indikator kinerja dan target seperti tabel 4 dibawah ini :

Tabel 3 Sasaran, Indikator Kinerja dan Target untuk
Tahun 2019 berdasarkan Casceding

No Sasaran Indikator Kinerja Target
1. Upaya pencegahan

degradasi lahan baik
Jumlah lahan yang
diidentifikasi rusak dan
ditindaklanjuti dengan upaya
pencegahan

15

2. Pemulihan pada media
lingkungan yang rusak
dilaksanakan dengan
baik

Jumlah lokasi/media
lingkungan yang dipulihkan

1

3. Cakupan pemantauan
sumber dan media baik

Persentase media lingkungan
yang dipantau

61%
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3.3 Mekanisme Pelaksanaan

Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Sumber Kerusakan

Lingkungan Hidup ini dilaksanakan melalui beberapa tahap

antara lain sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan :

- Pembuatan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Petunjuk

Operasional (PO);

- Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Sumber

Kerusakan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat,

berdasarkan surat keputusan Gubernur Sumatera Barat;

- Rapat Koordinasi rencana kegiatan dan persiapan sarana

dan prasarana bahan dan kelengkapan yang dibutuhkan,

untuk pelaksanaan kegiatan;

- Persiapan Administrasi : penyusunan Surat Tugas dan

surat pemberitahuan verifikasi lapangan serta surat-surat

lain yang mendukung pelaksanaan kegiatan.

b. Tahap Pelaksanaan :

- Melakukan koordinasi dengan instansi lingkungan hidup

kab/kota terkait dengan rencana pelaksanaan verifikasi

lapangan;

- Koordinasi dengan instansi lingkungan hidup dan instansi

terkait kab/kota mekanisme pelaksanaan verifikasi

lapangan;

- Melakukan pengamatan langsung secara visual di

lapangan berkaitan dengan inventarisasi lahan akses

terbuka;

- Pengambilan data detail situasi lokasi lahan akses terbuka

menggunakan drone;
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- Mengumpulkan data sosial di sekitar lokasi lahan akses

terbuka guna pertimbangan dalam penentuan model

pemulihan yang sesuai dengan karakterisitik lokasi.

c. Tahap Evaluasi :

- Evaluasi dan pengolahan data hasil inventarisasi lahan

akses terbuka;

- Pengolahan peta hasil inventarisasi lahan akses terbuka

menggunakan data hasil pemotretan menggunakan drone;

- Menganalisa data menggunakan data peta google.earth

(data sekunder) guna mendapatkan perbandingan

perubahan tutupan lahan dari tahun-tahun sebelumnya;

- Berkoordinasi dengan KLHK terkait kegiatan pemulihan

lahan akses terbuka, serta terkait data pendukung

perhitungan IKTL Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

- Pembuatan laporan hasil Kegiatan Pengawasan dan

Pengendalian Sumber Kerusakan Lingkungan Hidup;

- Menindaklanjuti melalui surat tindak lanjut ke Pemerintah

Kabupaten/kota atau pemilik usaha dan/atau kegiatan.

3.4 Peralatan dan Material

Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Sumber

Kerusakan Lingkungan Hidup di fokuskan kepada Inventarisasi

Lahan Akses Terbuka dengan kebutuhan peralatan dan material

sebagai berikut:

1. GPS;

2. Drone;

3. PC dan software untuk mengolah data spasial;

4. Alat pengambilan sampel tanah;
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5. Alat pengambilan sampel air sungai;

6. Adapun bahan untuk kebutuhan pengambilan sampel tanah

maupun air disediakan oleh pihak laboratorium

(Laboratorium Air BLK Provinsi Sumatera Barat, dan

Laboratorium Tanah Universitas Andalas).

3.5 Lingkup Kewenangan

Setelah keluaran dihasilkan akan dilakukan rapat koordinasi

dan rapat teknis dengan instansi/dinas terkait guna melahirkan

rekomendasi tindaklanjut yang harus dilakukan oleh masing-

masing instansi teknis terkait yaitu KLHK, OPD provinsi dan

OPD kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
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BAB 4 PRODUK LAPORAN

4.1 Jenis Laporan

Untuk Jenis laporan akan dibuatkan dalam bentuk :

a. Laporan perjalanan dinas dibuat setiap selesai pelaksanaan

tugas perjalanan dinas berdasarkan surat perintah tugas

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;

b. Laporan kegiatan tahunan dibuat setelah semua kegiatan

yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kegiatan ini selesai

dilaksanakan.

4.2 Jumlah Laporan

a. Laporan perjalanan dinas, jumlahnya 3 eksemplar yang

ditujukan kepada: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi

Sumatera Barat, bendahara sebagai pertanggung jawaban

keuangan, dan arsip bidang;

b. Laporan kegiatan tahunan dibuat dalam jumlah 5 (lima)

eksemplar.

4.3 Frekuensi Laporan

Untuk frekuensi pelaporan dilaksanakan setiap selesai

pelaksanaan tugas selambat-lambatnya satu minggu setelah

pelaksanaan kegiatan, sedangkan untuk laporan tahunan

dibuat dan disampaikan selambat-lambatnya minggu ke IV

bulan Desember tahun berjalan.

a. Laporan perjalanan dinas dibuat setelah selesai melakukan

perjalanan dinas;

b. Laporan Kegiatan Tahunan dibuat 1 kali dalam satu tahun,

selambat-lambatnya Minggu IV bulan Desember 2019.
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